
t:

BUPATI TANATORA"IA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA'IA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TEI.ITANG

PENGEIOI.AAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan

pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/ Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-

Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9)

sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan

Kejahatan terhadap Keamanan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822 h

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang peraturan
Dasar Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Menimbang:

Mengingat
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 4285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355 );

1O. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4aool;

ll.Undang-Undang Nomor 33Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(kmbaranNegara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

l3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan
Tanah bag, Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s280);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 t.r.ntang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 24, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentalg Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4515);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OOf tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
kepada Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republiklndonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46141;

22. Perat.xaurr Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, l,aporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten / Kota
(kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO7 Nomor
82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahvn 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan
Dinas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
3O5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5610);

26. Keputusan Presiden Nomor 4O Tahun 197 4 tentang Tata
Cara Penjualan Rumah Negeri;

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2OI2
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bag, Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
7l Tahun 2OL2 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Materil Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2OOl
tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang
pada Daerah yang Baru Dibentuk;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2OOl
tentang Sistem Informasi Manajemen Milik Daerah;

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OO2

tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah
Propinsi/ Kabupaten/ Kota;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OO3

tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2OO8

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat
Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I
Tahun 2Ol2 tentelrry Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1O Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Tora.ia;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA

dan

BUPATI TANA TORA"IA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH

MILIK DAERAH.

TENTANG PENGELOLAANBARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tora.fa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Tana Torqla yang selanjutnya

disebut DpRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana

Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja'

5. Selsetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja'

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

SatuanKedarerangkatDaerahdalamlingkupPemerintahDaerahKabupaten
Tana Toraja.

T.UnitKe{a/UnitPelaksanaTeknisDaerahyangselanjutnyadisingkat
unit keda/UPTD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa

pengguna barang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan

Tana Toraja.
g.BarangMilikDaerahadalahSemuabarangyangdibeliataudiperoleh

atasbebanAnggafanPendapatandanBelanjaDaerahatauberasaldari
perolehan lainnYa Yang sah.

1O. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan

tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan

Kebutuhan dan pengEurggaran, pengadaan, penggunaan' pemanfaatan'

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan'

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan' pengawasan

dan pengendalian.

ll.PengelolaBarangMilikDaerahyangselanjutnyadisebutPengelolaadalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan

pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah'

yang selanjutnYa disingkat
Belanja Daerah KabuPaten
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12. Pembantu pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pembantu PengeloLa adalah penjabat yang bertanggungiawab
mengkoordinir penyelenggaraaan pengelolaan barang milik Daerah yang
ada pada SKPD.

13. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna
adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik
Daerah.

14. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
Pengguna adalah kepala satuan keda atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Penyimpan barang milik daerah yang selanjutnya disebut Penyimpan
adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang.

16. Pengurus barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengurus
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang
daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.

\, 17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD atau ditetapkan
oleh PA untuk menggunal€n APBD.

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

20. Unit layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa di SKPD yang bersifat pennanen, dapat berdiri sendiri atau

.- melekat pada unit yang ada.
\-' 21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian

pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
22. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang

4ilgtopkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

23. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah
Daerah yang ditempa.ti oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.

24. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjafan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

25. Pengadaan adalah kegiatan untuk melalrulan pemenuhan kebutuhan
barang daerah dan jasa.

26. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang
milik daerah dari gudang ke unit keda pemakai.

27. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar
semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunalen secara berdaya guna dan berhasil guna.
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28. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan
barang daerah dalam bentul< fisik, administratif dan tindakan upaya
hukum.

29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

3O. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/
lembaga/ satuan ke{a perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang
Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

31. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

32. Pinjam Pa}ai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
waktu tersebut berakhir diserahl<an kembali kepada Pengelola Barang.

33. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber
pembiayaan lainnya.

34. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah Uerathirnya jangka waktu.

35. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah ke{a sama antara
Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

37. Pemindahtsnganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah.

38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

39. Ttrkar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Mitik Daerah
yang dilalcukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
antar Pemerintah Daerah, atau Erntara Pemerintah Pusat/pemerintah
Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam
bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari pemerintah pusat/
Pemerintah Daerah kepada Pihak L"ain, tanpa memperoleh penggantian.
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41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkal untuk diperhitungkan
sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara/Daerah.

42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan ftsik dan/atau kegunaan
Barang Milik Daerah.

43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
benrenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam pengu.asaannya.

44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan
ketentuan Perahrran Perundang-undangan.

45. Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik
daerah ke daftar barang/ daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna
menurut golongan dan kodefikasi barang.

46. Inventarisasi adalah kegiatan untuk meLalrukan pendataan, pencatatan,

dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

47.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

48. DaItar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang
yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

49. Pelaporan adalah rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang
disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.

5O. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dirnilikinya.

51. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/ Daerah pada

saat tertentu.

52. Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan ke{a perangkat daera}r.

53. Standar sarana dan prasarana keda Pemerintahan Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,
kendaraan dinas dan tain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

54. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis,
spesifrkasi dan kualitas dalam I (satu) periode tertentu.

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 3
(1) Barang milik daerah meliputi :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APtsD; dan

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusar pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a. fungsional;

b. kepastian hukum;

c. transparansi;

d. efisiensi;

e. akuntabilitas; dan

f. kepastian nilai.

(2) Pengelotaan Barang Milik Daerah meliputi :

a. Perencanaan Kebututran dan penganggaran;

b. Pengadaan;

c. Penggunaan;

d. Pemanfaatan;

e. Pengamanan dan Pemeliharaan;

f. Penilaian;
g. Pemindahtanganan;

h. Pemusnahan;

i. PenghaPusan;

j. Penatausahaan; dan

k. Pembinaan' Pengawasa:n dan pengendalian'

Pasal 5

Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

a. mengafiEnkan Barang Milik Daerah;

b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan

Barang Milik Daerah; dan

c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah'

Pasal 6

Trrjuan pengeloliaan Barang Milik Daerah adalah r:ntuk :

dan
tertiba menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

p.*U".rgrrr.t daerah serta dalam rangka melaksanakan

administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;

terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib' efisien dan

efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan

Barang Milik Daerah.

b

c
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BAB II
PE^IABAT PENGEI'I,A BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelola Barang Mitk Daerah.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan
bertangung jawab :

a. menetapkan kebijat<an pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik

Daerah;

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan Persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul Pemindahtanganan' Pemusnahan' dan Penghapusan

Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian

tanah dan/atau bangu.nan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan

h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur'

(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan wewenang

pada aYat (2) dibanhr oleh :

Daerah dalam bentuk

sebagaimana dimaksud

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;

b. Kepala SKPD yang khusus menanganr

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
urusan Aset Daerah selaku

c. Kepala SKPD setaku Pengguna Barang Milik Daerah;

d. Kepala Unit Pelaksana Telirris Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang

Milik Daerah;

e. Penyimpan Barang Milik Daerah; dan

f. Pengurus Barang Milik Daerah'

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah' berwenang dan

bertanggungjawab:

a. meneliti dan menyen:rjui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan

Barang Milik Daerah;

c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan Pengggnaan' Pemanfaatan' Pemusnahan' dan

PenghaPusan Barang Milik Daerah;



e' mengatur pe,aksanaan 
-pemindahtanganan Barang M,ik Daerah yangtelah disetujui oleh Bupati atau OeRq '

a 
ff:*ffi 

koordinasi dalam pelaksarraan Inventarisasi Barang Mitik

" ffim.pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang

(2) Kepala Bidang Aset se,aku pembantu pengerola Barang M,ik Daerahbertanggung jawab mengkoordinir p."y.i"rrggrr"u' pengelolaan Barang M'ikDaerah yang ada pada masing_masing SfipO.
(3) Kepala sKpD selaku pengguna Barang M,ik Daerah berwenang danbertanggungjawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang MilikDaerah bagi satuan keq.a perangkat daerah yang dipimpinnya;
b' mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang M,ikDaerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 1ainnya yang

sah;

c' melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya;

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya unhrk kepentingr penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
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mengamankan dan memelihara Barang Milik
dalam penguasaannya;

f. mengqjukan usul Pemanfaatan dan pemindatanganan Barang Milik
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan Barang Mitik Daerah selain tanah dan/ atau
bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang
tidak dimanfaatan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola
Barang;

h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah;

i. melalrukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran
(LBPS) dan laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna,
berwenang dan bertanggungjawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja
yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya;

e Daerah yang berada
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c. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi unit ke{a yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang
Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
(LBKPT) yang berada dalam penguasasnnya kepada Kepala SKPD
yang bersangkutan.

(5) Penyimpan barang bertugas ;

a. menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah;

b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan Barang yang diterima;

c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan
dokumen pengadaan;

d. mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/ kartu
barang;

e. mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan; dan

f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/ persediaan
Barang Milik Daerah kepa.da Kepala SKPD.

(6) Pengurus barang bertugas :

a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing
SKPD yang berasal dari APBD nraupun perolehan lain yang sah
kedalam Kartu Inventaris Barang (IflB), Kartu Inventaris Ruangan
(KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai
kodefrkasi dan penggolongan barang milik daerah;

b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki
kedalam kartu pemeliharaan;

c. menyiapkan laporan Barang Pengguna Semesteran (LBpS) dan Laporan
Barang Pengguna Tahunan(LBPI) serta Laporan Inventarisasi S (lima)
tahunan yang berada di SKPD kepa.da pengelola; dan

d. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak
atau tidak dipergunalan lagi.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan ke{a
perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik daerah yang ada.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtangan
dan penghapusan Barang Milik daerah.
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(3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
salah satu dasar bagr satuan ke{a perangkat daera}r dalam
mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (neu
initiatiuel dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana keda dan

anggaran.

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
untuk Penghapusan, berpedoman pada :

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/ atau

c. standar harga.

(5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) hutuf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi

dengan dinas teknis terkait.

(6) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oteh Menteri

Dalam Negeri.

(7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 10

(l)

t2)

(3)

Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang

diajukan oleh Kuasa eengguna Barang yang berada di lingkungan kantor

yang dipimpinnYa.

Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik

a".Jt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang'

Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencara kebutuhan

ear;ng Milik Daerah sebagaimana d.imaksud pada ayat (21 bersama

p.nggut a Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna

narang dan/ atau Pengelota Barang dan menetapkannya sebagai rencana

kebutuhan Barang Milik Daerah'

Ketentuan lebih
Kebutuhan dan
Peraturan BuPati.

Pasal 1 1

lanjut mengenai tata
penganggaran Barang

pelaksanaan Perencanaan
Daerah diatur dengan

cara
Milik

BAB TV

PENGADAAN

Pasal 12

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. efisien;

b. efektif;

c. transParan;

d. bersaing;

e. adil; dan

f. akuntabel.
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Pasal 13

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh organisasi pengadaan yang

terdiri atas :

a. PA/KPA;

b. PPK;

c. UlP/Pejabat Pengadaan; dan

d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 14

Daerah(1) Pengadaaan Barang Mitik
peraturan perundang-undangan.

(2) pengadaan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, UlP/Pejabat Pengadaan dapat

menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.

Pasal 15

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14, dilalrukan pemeriksaan oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA.

Pasal 16

(1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan Barang Milik daerah
kepada Bupati melalui pengelola.

(2) laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilengkapi dokumen pengadaan Barang Milik Daerah.

BABV

PENERIMAAN, PEI.II,IMPANAN DAN PEI.IYALURAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 17

(1) Bupati menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga
berdasarkan perjanjian dan/ atau pelaksanaan dari suatu perizinan
tertentu.

(2) Bupati dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan
sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.

(3) Penyera-han dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai
dengan dokumen kepemilikan / penguasaan yang sah.

(4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau,
melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana
pada ayat (1) dan ayat(21.

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

dilaksanakan sesuai ketentuan

dan aktif
dimaksud

ayat (2)



Pasal 18

(1) Hasil pengadaan Barang Milik Daerah' baik barang bergerak maupun

barang tidak bergerak Ilt"ti-" oleh Kepala SKPD' kemudian dilaporkan

kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaa:n:nya'

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilakukan

setelah meralui p.*".iI"""o dan pengujian oleh Panitia/ Pejabat

Penerima H""if p"flt:""', dengan membuat Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan.

Pasal 19

Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud datam Pasal

18 ayi (2fmempunyai tugas pokok dan wewenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

b. menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian;

dan
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membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan'

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 2O

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang'

(2) penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan

tugas administrasi penerimaan dan penyimpanan Barang Milik Daerah.

(3) Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selarrjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

(a) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai
yang memenuhi persyaratan yang ditugaskan untuk menerima,
menyimpan, dan mengeluarkan Barang Milik Daerah yang diangkat oleh
pengelola untuk masa I (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab
kepa.da pengelola melalui atasan langsung penyimpan.

(5) Atasan langsung penyimpan barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan
sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpan
barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan
gudang.

(6) Hasil pemeriksaan barang dibuat dalam Berita Acara pemeriksaan (BAp)
dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpanan.

(7) Atasan langsung penyimpan/ pengurus barang bertalrggung jawab atas
terlaksananya tertib administrasi Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 2l
(l) Penyaluran Barang Milik Daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas

dasar Surat Perintah pengeluaran Barang (SppB) dari
Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Sera-h Terima.

c
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(2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola

melalui pembantu Pengelola.

(3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada

pengguna.

BABVI

PENGGUNAAN

Pa )22

Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Penetapa.n status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa:

1. barang persediaan;

2. konstruksi dalam pengerjaan; atau

3. barang yang dari awal pengadaann5ra direncanakan untuk
dihibahkan.

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasl24
Bupati dapa.t mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada
Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 25

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal22 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya
kepa.da Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan

b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebegaiman6
dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaan kepa.da
Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 26

(1) Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna
dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja peranglat daerah yang
bersanEkutan.

(2) Barang Milik Daerah yang telah dllstaFkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang dapat digunat<an sementara oleh Pengguna Barang
lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status
Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu
mendapa.tkan persetujuan Bupati.
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Pasgl 27

(l) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang Lainnya untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.

(2) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula
dilakutcan berdasarkan inisiatjf dari Bupati, dengan terlebih dahulu
memberitahukan maksudnya tersebut kepa.da Pengguna Barang.

Pasal 28

(l) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah
dan/ atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/ atau Kuasa
Pengguna Barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati
meldui Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
tanah dan / atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan
atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 29

(l) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunatran untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 kepada Bupa.ti, dikenakan sanksi
berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau tersebut.

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak
dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut penetapan

status penggunaannya oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta:tc-. cara pengenaan sanksi kepada
Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 3O

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.



bangunan'

(2) Pemanfaatan Barang
pertimbangan teknis
kepentingan umum.
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Milik Daerah dilaksanakan

dengan memperhatikan kepentingan

b. Penggr:na Barang dengan persetujuln Pengelotra Barang untuk Barang

Milik Daerah b"*p" ;bd" tanah dan/atau bangunan yang masih

digunakan oleh P;"gg";"" Barang' dan selain tanah dan/atau

berdasarkan
daerah dan

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 31

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan;

d. bangun guna serah dan bangun serah guna; dan

e. ke{a sama penyediaan infrastrukhrr.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 32

(1) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilal<sanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang.

Pasal 33

(f) Barang Milik Daerah dapa.t disewakan kepada Pihak l^ain.

(2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat(21dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan diperpanjang untuh:

a. kerjasama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan wakhr
sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
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(4) Formula tarif/ besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah

dan/ atau bangunal ditetaPkan oleh Bupati'

sebagaimana dimaksud Pada ayat (l

nilaiekonomidarimasing-masingjenisinfrastrulrfi:r.
(6) Formula tarif/ besaran sewa Barang Milik Daerah selah tanah dan/ atau

bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan

pengelolaan Barang Milik Daerah'

(7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan

sekurang kurangnya memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka walrhr;

c. tanggungiawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangla wa-ltu sewa; dan

d. hak dan kewajiban Para Pihak.

(8)HasilsewaBarangMilikDaerahmerupakanpenerifiurallDaerahdan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah'

(9) penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai, paling

lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditananganinya pe{anjian Sewa

Barang Milik Daerah.

PerlanJEn yang

(fO) Dikecualikan dari
penyetoran uang
infrastrul<tur dapa.t
Pengelola Barang.

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

sewa Barang Milik Daerah rrntuk kerjasama
dilalrukan secara bertahap dengan persetujuan

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 34

(l) Pinjam pakai Barang MiJik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dan alat
kelengkapan DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pemerintahan.

(2) Pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
maupun selain tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola
setelah mendapat persetujuan Bupa.ti.

(3) Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status
kepemilikan Barang Milik Daerah.

(4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(5) Pelaksanaan pinjarn pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;



-20-

c. jangka waktu peminjaman;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman; dan

e. hak dan kewajiban parapihak.

Bagian Kelima

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 35

Kerjasama pemanfaatan barang mifik daerah dengan Pihak lain
dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
dan/atau

b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 36

(l) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

a. barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;

b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna
Barang setelah mendapat persehrjuan Pengelola Barang.

(4) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga terlebih dahulu mendapat*an
persetujuan DPRD.

Pasal 37

(1) Kefasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;

b. mitra ke{asama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender,
kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat
dilakukan Penunjukkan Langsung;

c. penunjukkan langsung mitra kerja sarna pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah keg'a tertentu
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap

setiap tahun selama jangka walctu pengoperasian yang telah

dit€taplen dan pembagian keuntungan hasil kerja sama Pemanlaatan

ke rekening kas umum Daerah;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil ke{a sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim
yang dibentuk oleh:

1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau
bangunan;

2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau balgunan.

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil kerjasama pemenfaatan harus mendapat Persetujuan pengelola
Barang;

g. dalam kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/ atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan, tetapi tidak termasuk
sebagai objek kerja sama pemanfaatan;

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagran dari
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada huruf g paling banyak 1O% (sepuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama
masa Kerja Sama Pemanfaatan;

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebogran kontribusi terap dan
pembag'an keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang
Milik Daerah;

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan
dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang
menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan

k. jangka walrtu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga prnuh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Sernua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan y{tg terjadi setelah
ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan
Keda Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Femanfaatan.

(3) Ketentuan mengenai jangka walrtu sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)

huruf k tidak berlaku dalam hd Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah untuk penyediaan infrastrulctur berupa:

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau
danau, bandar udara, dan terminal, dan/atau jaringan rel dan/ atau stasion
kereta api;

b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau
jembatan tol;

c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku
dan/ atau waduk/ bendtrngan;
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d. infrastrulrtur ak minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan
airminum;

e. infrastruktur air lirnbah meliputi instalasi pengolah air limbah,
jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/ atau sarana
persampahan yang meliputi pengangkut dan/ atau tempat
pembuangan;

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi,
distribusi dan/ atau instalasi tenaga listrik; dan/atau

h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/ atau
distribusi minyak dan/atau gas bumi.

(a) Jangka waktu Kerja sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pafing

lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat

diperpanjang.

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemalfaatan atas Barang Milik Daerah

untukpenyediaaninfrastruktursebagaimanadimaksudpadaayat(3)
berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 7Oo/o (tujuh pufuh

persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufe.

(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksud pa.da ayat (5) ditetapkan oleh Bupatt'

Bagan Keenam

Bangr:n Guna Serah

Pasal 38

(1)BangunGunaSerahBarangMilikDaerahdapatdilaksanakandengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangu.nan dan fasilitas bagt

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan

umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut'

(2)BangunGunaSerahBarangMilikDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)'
dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milk Daerah setelah mendapat

persetujuan BuPati.

Pasal 39

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan

sangun Guna Serah dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi SI(PD terkait.
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Pasal 40

Bangu.n Guna Serah dilaksanakan melalui(1) Penetapan
tender.

(21 Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkaa, selama jangka waktu
pengoperasian berkewajiban :

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh

Bupati;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah;

2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (sertifrkat hak
pengelolaan milik Pemerintah Daerah).

c. memelihara objek Bangun Guna Serah.

(3) Jangka wakru Bangun Guna Serah paling lama 3o (tiga puluh) tahun sejak

perj anj ian ditandatangani.

(a) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat pe{anjian yang

sekurang-kurangnya memuat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek Bangun Guna Serah;

c. jangka wakhr Bangun Guna Serah;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam pe{anjian; dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(5) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah harus

diatasnamakan Pemerintah Daerah.

(6) Biaya pengkajian, penelitian, dan pengumumEln tender dibebankan

pada APBD.

(7) Semua biaya Bangun Guna Serah yang terjadi setelah ditetapkannya mitra

Bangun Guna Sera-h dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah menjadi

beban mitra yang bersangkutan.

(8) Mitra Bangu.n Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan

objek Bangun Guna Serah kepada Bupa.ti pada akhir jangka wakhr

pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern

Pemerintah.

Bagran Ketujuh

Bangun Serah Guna

Pasal 41

(1) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangu.nan dan fasilitas bagt

penyelenggaraan pemerintahal daerah untuk kepentingan pelayanan

umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana APBD untuk penyediaan

bangu.nan dan fasilitas tersebut.
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(2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapatkan
persetujuan Bupati.

Pasal 42

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan

Bangu.n Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD terkait.

mitra

Pasal 43

Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui(1) Penetapan
tender.

121 Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu
pengoperasian berkewajiban:

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun, yang besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh

Bupati;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Serah Guna; dan

2. hasil Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (sertifikat hak
pengelolaan milik Pemerintah Daerah).

c. memelihara objek Bangun Serah Guna.

(3) Jangka waktu Bangun serah Guna paling lama 3o (tiga puluh) tahun sejak

perjanj ian ditandatangani.

(41 Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan pedanjian yang sekurang-

kurangnya memuat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek Bangun Serah Guna;

c. jangka walrhr Bangun Serah Guna; dan

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

(5) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun serah Guna diatasnamakan

Pemerintah Daerah.

(6) Biaya pengkajian, penelitian, dan F,engumuman tender

dibebankan pada APBD.

(7) Semua biaya Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra
Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Serah Guna menjadi

beban mitra yang bersangkutan.

Pasal 44

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah

Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;

b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan
sebagai Barang Milik Daerah;
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c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah
sebagaimala dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian; dan

d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah

Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah
sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai,

Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang

Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagan Kedelapan

Kerja Sama Penyediaan Infrastrulrtur

Pasal 46

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah

dilaksanakan terhadap :

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada

Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati'

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan

huruf c dilaksanakan ole Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati'

Pasal 47

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah

ditalcukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

(21 Badan Usaha sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) adalah badan usaha

yang berbentuk:

a. perseroan terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau

d. koperasi.

(3) Jangka waktu Kerja sama Penyediaan Infrastnrktur paling lama 5O (lima

pnluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastrulrhrr dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama
jangka wakhr Kerja Sama Penyediaan Infrastnrktur:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan
Infrastrulrtur;

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan
barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infi-astruktur; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan
pa.da saat perjanjian dimufai (clawback).

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c
disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja
Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Ke{a Sama Penyediaan
Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Keda
Sama Penyediaan Infrastrukhrr sesuai perjanjian.

(9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruldur menjadi Barang Milik
Daerah sejak diserahkan kepada Bupati sesuai perjanjian.

Bagran Kesembilan
Tender

Pasal 48

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3z ayat (1) huruf b, pasal 40 ayat (1),
dan Pasal 43 ayat (l) dilakukan dengan tata cara :

a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling
sedikit 3 (rg4 peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran ktrrang dari 3 (tiga)
peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:

I . terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan
dengan mekanisme tender;

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
pnoses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung;
atau

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan
proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan
langsung.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang
Milik Daerah diatur dengan Peraturaa Bupati.
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BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagan Kesatu

Pengamanan

Pasal 5O

(1) Pengelola, pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan
pengarnanErn Barang Mil.ik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

(21 Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi pengamanan administrasi, pengamanan frsik, dan
pengamanan hukum.

(1) Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah.

Pasal 5l
berupa tanah harus disertifikatkan atas nama

(21 Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 52

(l) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan
aman.

(2) Penyimpanan bulfti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh
Pengelola Barang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen
kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Perattrran Bupa.ti.

Pasal 53

(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam
rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan asuransi atau
pertanggungiawaban dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah
tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 54

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada
di bawah penguasaennya.

(21 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar
Kebutuhan Femetharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada ApBD.
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(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak
lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna
Serah/mitra Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur.

Pasal 55

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
yang berada dalam kewenangErnnya dan melaporkan secara tertulis Daftar
Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menJrusun daftar hasil
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam I (satu) Tahun Anggaran
sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi
pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 56

(l) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang
merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah atau masyarakat, dipelihara oleh Pemerintah
Daerah.

(21 Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAEI IX

PENILAIAN

Pasal 57

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penJrusunan neraca

Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal

untuk:

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjarn Pakai; atau

b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 58

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka

Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada

Pemerintahan (SAP).

Pasal 59

(l) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dalam

rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

penyusunan Neraca
Standar Almntansi
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(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketenfuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6O

(l) Penilaian Barang Mitk Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka
Pemanfaatan atau Pemindahtarganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan
oleh Bupati, dan dapat melibatlan Penilai yang ditetapkan Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
p€raturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian
Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh BuPati.

Pasal 61

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang
kembali atas nilai Barang Milik Daerah

neraca Pemerintah Daerah.

(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara

nasional.

Pasal 62

dapat melakukan Penilaian
yang telah ditetaPkan dalam

Ketentuan lebih Ianjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan

peraturan Bupati dengan mengacu pa.da Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BABX

PEMINDAHTANGANAN
Bagran Kesatu

Umum

Pasal 63

(1)BarangMilikDaerahyangtida}diperlukanbagipenyelenggaraantugas
Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan'

(2)PemindahtangananBarangMilikDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilakukan dengan cara :

a. Penjualan;

b. Tukar Menukar;

c. Hibah; atau

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
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Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 64
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat
persetujuan DPRD, untuk :

a. tanah dan/ atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan Barang Mitk Daerah berupa tanah dan/ atau
bangunan sebagpimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, tidak
memerlukan persetujuan DPRD, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e. dikuasai negzrra berdasarkan putusan penga.dilan yang telah
berkekuatan hukum terap dan/ atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis.

Pasal 65

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal
64 ayat (l) diajukan oleh Bupati.

Pasal 66

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola baxang
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 67

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.00O.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(21 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Ustrl untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diajukan oleh Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
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Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 68

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak
digunakan /dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagr daerah apabila dijual;
dan/atau

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 69

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilalrukan secara lelang, kecuali dalam hal
tertentu.

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Barang Milk Daerah yang bersifat khusus; dan

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Barang Milik Daerah bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a meliputi:

a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;

b. penjualan rumah golongan III; dan

c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(4) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan
faktor penyesuaian.

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batasan terendah yang
disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.

Pasal 70

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 71

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7O

dilakukan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati
disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangu.nan dari aspek teknis,
ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangu.nan yang akan dijual sesuai

batas kewenangannya; dan
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d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD' Bupati

mengajukan usut Penju-alan disertai dengan pertimbangan atas usulan

tersebut.

(2) hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke

rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah'

Pasal72

TatacarapenjualanBarangMilikDaerahyangdikecualikansebagaimana
dimaksuddalamPasal6gayat(2|dilaksanakansesuaidenganketentuan
peraturan perundang-r:ndangan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati
Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 73

Kendaraan dinas yang dapat dijual/dihapus, terdiri dari :

a. kendaraan perorangan dinas;

b. kendaraan dinas operasional; dan

c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 74

(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
huruf a, yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang

dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.

(21 Kendaraan perorErngan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan yang
sudah dipergunakan minimal 5 (Lima) tahun, dan sudah ada pengganti, serta
tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Yang berhak membeli kendaraan peror€rngan dinas sebagaimana dimaksud
Pasal 73 huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Kepala
SKPD yang menguasai kendaraan.

(4) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan
persyaratan administrasi permohonan membeli kendaraan perorElngEln

dinas.

(5) Selama kendaraan perorangan dinas yang dljuaf belum dilunasi,
kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai Barang
Milik Daerah dan tidak dapat dipindahtangankan.

(6) Setelah harga jual kendaraan dinas perorangan dilrrnasi, baru dapat
dilakukan pelepasan hak kendaraan dinas tersebut kepada pembeli dan
menghapusnya dari inventaris Barang Milik Daerah

(71 Pelunasan kendaraan dinas perorangan yang di hapus harus dilunasi paling
lambat 2 (dua) bulan setelah di jual.

(8) Mereka yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu
pelunasan yang telah ditentukan, dicabut haknya untuk membeli dan
kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan atau dijual
melalui pelelangan umurn.
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Penjualan ke

Bupati, Wakil
tahun, daPat
berakhir.

(iO) Hasil Penjualan sebagaimana

Daerah.

dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas

inventaris Barang Milik Daerah'

Kendaraandinasoperasionalkhusus/lapanganSebagaimanadimaksud
dalam Pasat 73 huruf c, yang berumur 1O (sepuluh) tahun' dapat

aiirrJ a", dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah kecuali mobil

.*b.rlrrr"", mobil tinja dan mobil pemadam kebakaran'

Penglrapusan sssegnirnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan

oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan umur kendaraan dinas

bersangkutan dan kondisi daerah.

PenghapusankendaraandinasdaridaftarinvenstarisBarangMilikDaerah
seUagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dan huruf c'

dilaksanakan setelah diiual dan dilunasi pembayarannya'

Penghapusan dan/ atau penjualan kendaraan dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dan huruf c, harus memperhatikan

kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada pengantinya'

Pasal 76

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dan huruf
c dapat dijual dan dihapuskan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah

melalui pelelangan terbatas/pelelangErn umum yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti
oleh :

a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja lO
(sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang
akan memasuki usia pensiun, pejabat yang telah pensiun serta mantan
pejabat Tana Toraja yang telah bertugas di daerah lain dan masih menguasai
kendaraan dinas operasional.

b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegErng kendaraan;

c. Pejabat/Pegawai Negeri Srpil yang telah menduduki masa jabatan minimal
2 (dua) Tahun;

d. Pejabat/Pegawai Negeri Sipilyanglebih senior; dan

e. Anggota DPRD Kabupaten Tana Tora.ja.

Pelelangan umum sebagaimqna dimaksud pada ayat (l), dilakukan secara
terbuka dan terbuka untuk umum.

Hasil pelelangan sebagqimana dimaksud pada ayat (l) disetor ke kas
daerah.

Pasal 75

(1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

huruf b, yarrg Uerunur 5 (Lima) tahun dapat dijual dan dihapus dari daftar

(2t

(3)

(4)

(s)

(1)

\- (21

(3)

t4l
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Paragraf 2

Penjualan Rumatr Dinas Daerah

Pasal77

(1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(21 Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

terdiri dari :

a. rumah dinas daerah golongan I (nrmah jabatan);

b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan

c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

(3) Rumah dinas daerah yang dapat ddualbelikan atau disewakan, dengan

ketentuan :

a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya

menjadi rumah dinas golongan III;

b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur lO (seputuh)

tahun atau lebih;

c. rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b tidak sedang dalam sengketa.

(4) Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan III adalah :

a. pegawai negeri sipil yang mempunyai masa keq'a sekurang-kurangnya
2O (duaputuh) tahun;

b. memiliki Surat Izin Penghuni (SIP); dan

c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah
dari pemerintah atau pemerintah daerah dan pihak-pihak lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan persyaratan
administrasi permohonan membefi rumah dinas milik daerah.

(6) Penjualan nrmah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran yang penilaiannya
dilakukan oleh Panitia Penaksir/ penilai yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

(7) Setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dibuat Surat Pe{anjian Sewa/Beli Tanah dan/atau bangunannya
yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak
pembeli/sewa.

(8) Jangka waktu pelunasan harga jual dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun,
dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia sebelum pelunasan, maka
Erngsuran akan dilanjutkan oleh ahliwarisnya.

(9) Setelah melunasi harga jual rumah dinas milik daerah, maka Bupa.ti
menetapkan Keputusan tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah atas
rumah dan/atau tanah yang telah dijual kepada pembeli dan
penghapusan rumah dan/atau bangunan dari daftar inventaris Barang
Milik Daerah.
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,r%H:r1.".[:ruaran/pelunasan harsa juar rumah dinas mitik daera]r disetor

(l)

(21

(3)

Paragraf 3
Pelepa.san Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 78

L

a. pelepa.san dengnn pembayaran ganti rugi (dijual); dan
b. pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tuler gufing.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksudpada ayat (l), ditetapkan dengan KeputuLn Bupati setelah mendapat
persetujuan DPRD.

Pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan cara ganti rugi
dilakukan dengan pelelangan dan apabila peminatnya hanya I (satu)
dilakukan dengan penunjukan langsung serta dilengkapi dengan berita
acara serah terima.

(4) Pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan cara tukar
menukar/ ruislag/ tukar guling dilakukan langsung dengan pihak ketiga
melalui perjanjian bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak
ketiga.

(5) Perhitungan perkiraan nilai pelepasan hak atas tanah dan/ atau
bangunan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau
harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan keterwakilan
unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah, Dinas
Perhubungan, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan Independen yang

bersertifikat dibidang penilaian aset.

(6) Setelah dilaksanalannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayatl4), maka sertifrkat tanah yang dilepaskan dapatdiselesaikan
melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan

Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dan/ atau bangunan

Pemerintah Daerah dimaksud dan menghapus tanah dan/ atau bangunan

tersebut dalam buku inventaris Barang Milik Daerah'

Pasal 79

Alasan pelepa.san sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 antara lain :

terkena planologi;

belum dimanfaatkan secara optimal (tidle);

menyatukEln barang/ aset yang lo'kasinya terpencar untuk memudahkan

koordinasi dan datam rang[a efisiensi;

memenuhikebutuhanoperasionalpemerintahdaerahsebagaiakibat
pengembangan organisasi;

a.

b.

c.

d
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pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan

pertahanan keamanan;

f. disesuaikan dengan
RuangWilaYah (RTRlV);

g. membantu instansi
memerlukan tanah

untuk penjualan
mengajukan usul
usulan dimaksud.

(l) Tukff Menukar Barang
pertimbangan:

a. untuk memenuhi
pemerintahan;

peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Tata

rencana strategis

yang
untuk

Pemerintah di luar Pemerintah Daerah

untuk lokasi kantor, Perumahan dan

keperluan pembangunan lainnya.; atau

tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi

dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya terlalu tua

sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas.

Paragraf 4

Penjualan Barang Milik Daerah setain Tanah dan/ atau Bangunan

Pasal 80

(1) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

\-. (2) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dilalrukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;

b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diaju'kan oleh
pengguna sesuai dengan kewenangannya;

c. pengeloia menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak
menyetujui usulan penjualan yang diqiukan oleh pengguna dalam
batas kewenangannya; dan

d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati, pengelola
mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas
usulan dimeksud.

h

e yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
penjualan disertai dengan pertimbangan atas

(3) Penerbitan persetujuan pela-ksanaan penjualan oleh pengelola untuk
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan
setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD.

(5) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke kas daerah.

Bagran Keempa.t

T\rkar Menul<ar

Pasal 81

Milik Daerah diiaksanaltan dengan

kebutuhan operasional penyelenggaraan
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b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Betranja Daerah'

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilalnrkan dengan pihak:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah LainnYa;

Badan Us$a Milik Negara/Daerah atau badan hui<um lainnya yang

dimiliki negara; atau

swasta.

Pasal 82

(1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang tetah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Elarang; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan'

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

akan diperturrarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a'

dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya'

(3) Ttrkar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a' huruf b

danhurufcdilaksanakanolehPengelolaBarangsetelahmendapat
persetujuan BuPati.

Pasal 83

(1) Tukff Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul T[rkar
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan
kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapa.t menyetujui dan msnsrapkan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan
dipertukarkan;

d. proses persetujuan Tukff Menukar Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada
keGntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (l), pasal 64
ayat (21, dan Pasal 66;

e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan
berpedoman pa.da persetujuan Bupati; dan

f. pelaksanaan serah t€rima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.

12) T\rkar Menukar Barang Milik Daerah 5elegnirnsna dimaksud dalam pasal
82 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a.

b.

c.

d
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a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intem instansi
Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek
teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan sesuai batas kewenangannya;

d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain
padatanah dan/ atau bangunan dilaksanakan dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;

e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan

berpedoman

Menukar dengan

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas
pengganti harus dituangkan dalam berita acara
barang.

dan
serah

barang
terima

Bagan Ketima

iiiirah

Pasal 84

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang
bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan
negara/daerah.

(21 Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memenuhi syarat
sebagai berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
atau

c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan,
kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan
peraflran perundang-undangan yang terkait.

Pasal 85

(1) Hiiuh barang milik daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau banglman yang telah diserahkan kepada Bupa.ti;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.



(2) penetapal g 
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$f;|ffi,r*t I'LHi danlatau bangrrnan yans akanaYat (1) huruf a, dilakukan oleh(3) Hibah sebagaiman:
or,*"rr"r*r"-Ji?ta--dimaksud pada ay,

(4)Hibahsebagaimana'"fr'ff".'*:Xilil,lff'J".flil",ffi ,o:'
Pengguna Barans sererah ",*i;rffiJf;'"r.t3*ffit 

c dilaksanakan oreh

I

pasal g6
(1) Hibah Barang M,ik Daerah sebagaimana dimaksud daram pasal 85 ayat (l)huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui
Barang Milik Daerah be 

gajukan ustrl Hibah

Bupati disertai dengan pertimban o"lfl*"* 
kepa.da

b' Bupati meneliti dan mengkaji usur Hibah Barang M,ik Daerahberdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84;

c' apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan dihibahkan;

d. proses persetujuan Hibah d aksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 64 ayat (21, pasal 64 ayat (3), dan pasal 66;

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati; dan

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan
dalam berita acara serah terima barang.

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)

huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
instansi Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengfuaji usul Hibah Barang Milik
Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Pengelola Barang dapa.t menyetujui usul Hibah

Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan sesuai batas

kewenangannya;

d. Pengguna Barang melaksanalan Hibah dengan berpedoman pada

persetujuan Pengelola Barang; dan

e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan

dalam berita acara serah terima barang'

L
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Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 87

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah
dilakukan datam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan
dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan penrndang-undangan.

(2) Penyertaan Moda,l Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilalrukan dengan pertimbangan:

a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan

pemerintah daerah; atau

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha

Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 88

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:

a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/ atau bangunan pada Pengguna Barang; atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang

akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan hurrf c

dilaksanakan oleh Pengelola Baralg setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Pasal 89

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mela-lui Pengelola Barang mengajukan usul
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan
pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usr.rl Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan p€raturan
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
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d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 64 ayat (1),

Pasal 64 ayatl2l,Pasal 66danPasal 67;

e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi

terkait;

g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

kepada DPRD untuk ditetapkan; dan

h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan

Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang
setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

(21 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dilaksanakan
dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah selain tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim
intern instansi Pengguna Barang;

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87;

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul
Penyertaan Modaf Pemerintah Daerah selain tanah dan/ atau
bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas
kewenangannya;

d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modat Femerintah Daerah dengan melibatkan instansi
terkait;

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan

f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang
setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 9O

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB)(I

PEMUSNAHAN

Pasal gt

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal :

a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan'

dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 92

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan
dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 93

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan,
ditenggelamkan atau cErra lain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

ditimbun,
peraturarr

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang
Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB )fiI

PENGHAPUSAN

Pasal 95

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna; dan

b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,
dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang.

(3) Fenghapusaa sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dilakukan dengan
menerbitkan keputusan Penghapusan dari pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(4) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari
Bupati sebagni'nans dimaksud pada ayat (3), untuk Barang Milik Daerah
yang dihapuskan karena:

a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27;

b. Pemindahtanganan; atau

c. Pemusnahan.
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(5) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang Milik Daerahberupa barang persediaan kepa.da eengelola Barang.
(6) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurufb dan ayat (5) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 96
Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud daramPasal 95 ayat (r) huruf b dilakukan dalam hat Barang Milik Daerahtersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, ataukarena sebab lain.

(1)

(2t Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilarrukan berdasarkan:
a. keputusan dan/atau ,aporan penghapusan dari pengguna Barang, untuk

Barang Milik Daerah yang berada pada pengguna barang; atau
b' keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pa.da pengerorra

Barang.

Pasal 97

(1) Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan,
dihapus dari Daftar Inventaris Barang Mitik Daerah.

(2) Penghapusan sebagqinana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang Milik Daerah yang dihapus s6lageim4la dimaksud pada ayat (2)
dan masih mempunyai niLai ekonomis, dapat dilalrukan melalui :

a. pelelangan umum/ pelelangan terbatas; dan/atau

b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak iain.

(4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3)
huruf a, disetor ke kas daerah.

BAB )flII

PENATAUSATIAAI..I

Bagan Kesatu
Pembukuan

Pasal 98

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan 'Barang

Mitik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar

Barang Pengelola menurut pengolongan dan kodefikasi barang'

(21 Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan Barang MiUk Daerah yang status

penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

ke dalam Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna

menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat {2).
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(4)

(3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
(2)digunakan sebagai bahan untuk menJrusun neraca
perangkat daerah untuk disampaikan kepa.da pengelola Barang.

menurut penggolongan dan kodefrkasi barang'

Milik Daerah berdasarkan
Barang Kuasa Pengguna

Daftar Barang Pengelola

(5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai

ketentuanperaturanperundang.undangandanakandiaturlebihlanjut
dengan Peraturan BuPa.ti.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 99

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling

sedikit 1 (satu) l€li dalam 5 (lima) tahun.

(21 Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi
dilalrukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Barang milik/kekayaan negara yang dipergunakan Pemerintah Daerah,
dicatat oleh Pengguna Barang dalam Buku Inventaris tersendiri dan
dilaporkan kepada pengelola.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola
Barang paling lama 3 (tlga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 1OO

Pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah
wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Bupa.ti, dan
Bupati berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang
tersebut.

Pasal lol
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit I (satu) leli
dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal r0z
(1) Kuasa Pengguna Barang harus menrusun Iaporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun
neraca satuan kerja untuk disampaikan kepa.da Pengguna Barang.

(21 Penggtrna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa pengguna
semesteran dan Tahunan ss[agnim€uls dimaksud pada ayat (l) sebagai
bahan penJrusunan l.aporan Barang pengguna Semesteran dan
Tahunan.

pada
satuan

ayat
ke4'a
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Pasal 103

(1) Pengelola Barang harus men5rusun Laporan Barang Pengelola

Semesteran dan Tahunan.

12) Pengelola Barang harus menghimpun l'aporan Barang Pengguna

Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 ayat (21

serta Laporan Barang PengeloLa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah'

(3) laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

digunakan sebagai bahan untuk men]rusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 1O4

(l) Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatafl serta pelaporan

barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98, Pasal 99 , Pasal 102 dan Pasal 103, mempergunakan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah
(SIMDA-BMD).

(21 Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang
Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB)(tV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

sal 105

Pengawasan dan Pengendalian Barang MiIk Daerah dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b. Pengelola Barang melalui pemantauafl dan investigasi.

sal 106

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di
dalam penguaseaqnya.

l2l Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kantor/ satuan ke{'a dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna
Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intem Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut
hasil pemantauan dan penertiban sebagaim6la dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

(l) Pengelola Barang meiakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, pemanfaatan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(21 Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditindallanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasa] lO8

Ketentuan lebih lanjut mengenai t,,ta cara pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEI.OIIAN BARANG MILIK DAERAH OLEH

BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

Pasal 109

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan layanan Umum
Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan kegiatan Badan tayanan Umum Daerah yang
bersangkutan.

l2l Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan
pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan
umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah
diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan tentang Badan
Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XVI

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal l1O

(l) Rumah Negara merupakan Barang Milik Negara/ Daerah
diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan
pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat
dan/ atau pegawai negeri.

(21 Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaiRumah Negara.

Pasal 111

Tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan,
pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan danakan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupa.ti.

yanS
sarana
negara
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BAB XVII

PEMBI.AYAAN

Pasai r12

(l) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah
yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.

(21 Pejabat atau pegawai selaku p€ngurus barang dalam melaksanakan tugas
rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BABXVIII

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 113

(l) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran
hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui
tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(21 Setiap pihak yang mengakibatlan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/ atau
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
GGR) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

(4) Tuntutan ganti rugi sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/ upaya
damai.

(5) Apabila jalan/upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berhasil, maka proses ganti rugi dilakukan sebagai berikut :

a. penyampaian surat pemberitahuan terEulis kepada yang
bersangkutan mengenai junlah kerugian, sebab/ alasan penuntutan ganti
rugi dilakukan;

b. bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak
diajukan pembelaan diri oleh yang bersangkutan, Bupati menerbitkan
Keputusan mengenai pembebanan ganti rugi;

c. atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Bupati melaksanakan penagihan kepada yang bersangkutan
atau dengan cara memotong gaji/ penghasilan yang bersangkutan,
dan apabila dianggap perlu meminta bantuan yang berwajib supaya
dilakukan penagihan dengan paksa;

d. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya
Keputusan Bupati mengenai pembebanan ganti rugt, yang
bersangkutan berhak mengajukan permohonan banding kepada pejabat
yang berwenang, narnun tidak menunda pelaksanaan Keputusan
Bupa.ti tentang pembebanan ganti rugi.
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(6) Ttrntutan ganti rugi kedaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah
akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah
lewat 8 (delapan) tahun setelah tahun anggaran dimana perbuatan melanggar

hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan.

Pasal 114

(1) Bupati yang telah menerima laporan tentang kekurangan / kerugian
daerah dari Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, maka

Bupati dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan

pegawai yang bersangkutan dari jabatannya, setelah terlebih dahulu

kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri'

121 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil

pemeriksaal dari aparat pengawas atau laporan Kepala SKPD yang

membawahi pejabat/pegawai yang bersang[utan'

(1)

(2t

(3)

(4)

Pasal 115

Jika Pejabat/ Pegawai di tingkungan Pemerintah Daerah

pidana/ petanggaran hukum sehingga merugikan daerah,

bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati'

terkait tindak
maka yang

dialokasikan dalam

Setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum

tetap bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka pemberhentian

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut'

Dalam hal Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap

menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhkan hukuman'

Bupati memberhentikan pejabat/pegawai dimaksud'

Putusan Pengadilan Negeri yang menghukum atau membebaskan yang

bersangkutan dari tindak pidana/ pelanggaran hukum tidak

menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tunhrtan ganti rugi'

BAB )(IX

SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 116

(1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang milik daerah'

dilakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau

mufakat.

(2lApabilapenyelesaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1),tidaktercapai
aapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan peraruran

perundang-undangan yang berlaku'

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro

Hukum dan/ atau lembaga Hukum yang ditunjuk'

(41 Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa

APBD.

(5) Tata cara penyelesaian Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ayat (2), ayat

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

yang
(3)

bersengketa
dan ayat (4)
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BAB )O(

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ii7
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum
mendapa.t persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat
menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan
permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai
dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
l. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintirh.

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa
persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia
seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah
dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar
Menukar dengan ketentuan:

1. Pengelola Barang menrastikan nilai barang pengganti sekurang-
kurangnya sarna dengan nilai Barang Milik Daerah yang
dipertukarkan; dan

2. Pengelola Barang membuat pemyataan bertanggung jawab penuh
atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.

(21 Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik
Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum
diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, serta
pelaksanaan Tt rkar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sepenuhnya menjadi tanggungiawab para pihak dalam Pemanfaatan atau
T\rkar Menukar tersebut.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan
pembinaan, pengawasan dan pengenrtelicrl Barang Milik Daerah yang
telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat
berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan

seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan
pembinaan, penga.wasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang
belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat
berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

a

b



(l)

(2t
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Pasal 119

Dalam hat Peraturan Perundang-undangan tentang Badan layanan

Umum dan/ atau peraturan pelaksanaannya belum mengatur

pengelolaan dan/ atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimatsud dalam Pasal 109 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya

berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah

ini.

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah

dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Perah:ran

Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB)O(I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Pilsfqpkan di Makale
pada tanggal 2) aprLL 2O1J

[ru"o, rANA roRA*rA,

l^THEOFILUS ALLORERUNG
Diundangkan di Makale
pada tanggal 21 APTLL 2

SEKRETARIS DAE UPATEN TANATORA"IA,

KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2015 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: NOMOR 4 TAHUN 2015
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PENJEI.ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA

NOMOR 4 TAHUN2O1s

TENTANG

PENGEI-OI,AAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2oo5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah menentukan bahwa salah satu tingkup pengelolaan

keuangandaerahadalahpengelolaanbarangmilikdaerah.Efektivitiasdan
efisiensipengelol,aanbararrgmilikdaerahsangatmempengaruhiefektivitas
dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa barang milik daerah harus

dikelola dengan baik dan tertib. Barang milik daerah yang dikelola dengan

tertib dapat menjadi modal awd bagi pemerintah daerah untuk melakukan
pengembangan kemampuan keuangan daerah. sebaliknya, jika tidak dikelola

dengan semestinya, maka keberadaan barang milik daerah tersebut justru
menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya
perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (ted,epresirrs) seiring
dengan perjalanan waktu.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinta-han Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka intensitas pelaksanaan
urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam
pengelolaan barang milik daerah terus meningkat. Hd ini perlu disikapi
dengan mengambil langkah yang terkoordinasi ditopang kebijakan dan
regulasi yang jelas.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
dibentuk bukan saja sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
Peraturan MenGri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaal Barang Milik Daerah, tetapi juga untuk men5rusun
pola tindak dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan
kondisi sosial dan budaya lokal sehingga dapat memberikan
kamaslahatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tana Toraja.

Ruang tingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,
penatausahaan, pengam€rnan dan pemeliharaan, peniLaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta
tuntutan ganti rugi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
AYat (1)

CukuP jel,as.

Ayat (2)

Hurufa.
Termasuk
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dalam ketentuan ini meliputi hibah/
lembaga intemasional/
penanganan bencana.

sumbangan atau yang sejenis dari negara/

Pemerintah Daerah lain dalam kerangka

Hurufb'
Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang

diperoleh dari kontrak karya' kontrak bagi hasil' kontrak

kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/ lembaga

internasional serta keda safira Pemerintah Daerah dengan

badan usaha dalam penyediaan infrastnrlrhrr'
HuruI c.

CukuP jelas.
Hurufd.

CukuP jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Hurufa
Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah dibidang pengelolaan Barang Mitik
Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang,
pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai

fungsi, wewenang dan tanggrrng jawab masing-masing.
Hurufb

Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan.

Hurufc
Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan
Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak
masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Hurufd
Asas efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah
diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-
batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal.

Hurufe
Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang
Milik Daerah harus dapa.t dipertanggung jawabkan kepa.da rat<yat.

Huruf f
Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Milk Daerah
harrs didukung oleh adanya ketepatan jumlahdan nilai barang
dafam rangka optimalisasi pemanfaatandan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah sert penJrusunan neraca
Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)-Yangdimaksuddengan"ketersediaanBarangMilikDaerahyangada"

adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di Pengelola Barang

rrauPun Pengguna Barang.

Ayat (2)

Perencanaanpengadaandibuatdenganmempertimbangkan
pengadaanbarangmelaluimekanismepembelian,PinjamPakai,Sewa'
sewa beli (tea,sin4/1, atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan

efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

Negara/Daerah.
Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan

Penghapusan Barang Milik Negara/ Daerah dapat dilakukan untuk
periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Ayat {3)
Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.
Ayat (s)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 1l
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup je1as.

Pasal 17
Cukup jelas.
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Pasal 18
C\rkuP jelas.

Pasal 19
C\rkuP jelas.

Fasal 20
Cukup jelas.

ksal 21
C\*uP jelas.

Pasal22
C\rkup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ctkup jelas.

Pasal 24
C\rktrp jelas.

Passl 25
C\rkup jelas.

Fasal 26
C\rkup jelas.

Pasal2T
Cukup jelas.

Pasal 28
Ctkupjelas.

Pasal 29
C\rkup jelas.

Pasal 30
Cukupjelas.

Pasal 31
Cukupjelas.

Pasal 32
C\rkup jetas.

Pasal 33
C\ilrup jelas.

Pasal 34
Cukupjelas.

Pasal 35
C\kupjelas.

Pasel 36
C\rktrp jelas.

Pasal 37
Cukupjelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
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Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Passl 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas'

Pasal 51
CukuP jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
CukuP jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
CukuP jelas.

Pasat 56
CukuP jelas.

Pasal 57
CukuP jelas.

Pasal 58
CukuP jelas.

Pasat 59
CukuP jelas.

Pasal 6O
Cukup jelas.



Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
C\*upjelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
C\rkup jelas.

Pasal 65
Ctkup jelas.

Pasal 65
C\rkup jelas.

Pasal 67
C\*up jelas.

Pasal 68
C\rkup jelas.

nasat OS

C\rhrp jelas.

Pesal 70
C\*upjelas.

Fasal 7f
Ctkup jclas.

Pasal72
C\rkup jelas.

Pasal 73
C\rkup jelns.

Pasel 74
C\rkup jelas.

Fasal 75
Ctrkupjelas.

Pasal 76
Cbkupjelas.

Pasal 77
C\*up jelas.

Pasal 78
Ctkup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Fasaf 80
C\rkup jelas.

Pasal 8f
C\rkup jelas.

Pasal 82
C\*up jel,as.

1A
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hsal 8i3

C\rkup jclas.

Pasal 84
C\rkup jelas.

Pasal 85
C\rkup jelas.

Pasal 86
C\rkup jetas.

Pasal 87
C\*upjelas.

Faset 88
C\rkup jelas.

Fasal E9
C\rkup jelas.

Pasal 90
C\rkupjelas.

Pasal 91
Ctkupjelas.

Pasel 92
Cukup jelas.

Pasal 93
C\*up jelas.

Pasal 94
Cukupjelas.

Fasal 95
C\rkup jelas.

Fasal 96
Ctkupjelas.

Pasal gZ

C\:kup jelas.

Pasal 98
C\rkup jelas.

Faoal 99
C\rkup jelas.

Pasal l0O
C\rkup jelas.

Pasal l0l
Ctkup jelas.

Pasel 102
C\rkup jelas.

nasat tOS
C\rkup jelas.

Pasal f04
C\rkup jclas.

(/

U
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Pasal 1O5

C\:kup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal lO7
C\kup jelas.

Pasal 108
Cukup jetas.

Pasal 1O9

C\*up jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal Il1
Cukup jelas.

Pasal 112
C\rkup jelas.

Pasal 113
C\rkup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
C\rkup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABI.'PATEN TANATORA.IA NOMOR 10
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